WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKAS! INTENSIF (TKI) DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA BATAM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota
tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI)
Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD
Serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Batam;

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 199¢ tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupatgn Kuantan Sengingi dan Kota  Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dubah beberapa. kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679}



Menetapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578};

. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2015 Nomor 100);

. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif P.mpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kotz Batam
Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI} DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintzh Kota
Batam.

3. Walikota adalah Walikota Batam.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kota Batam.

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang
memegang jabatn Ketua dan Wakil ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang
memegang jabatan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Batam.

Pasal 2

Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap
bulan untuk peningkatan kinerja kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan
reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan
reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Kemampuan Keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan
hasil perhitungan atas besaran pendapatan
umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai
Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam
3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan
rendah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan
tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan,
untuk kelompok kemampuan keuangan daerah;

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kalj;
b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;

dari uang representasi ketua DPRD.
Pasal 3

Pemberian tunjangan komunikasi intensif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
besarnya 7 (tujuh) kali uvang representasi Ketua
DPRD Kota Batam yaitu Rp. 2.100.000,- (dua
juta seratus ribu rupiah) yang seluruhnya
berjumlah sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat

belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dibayar setiap
bulan terhitung tanggal 1 September 2017.



(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pemberian
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada penerima sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 4

(1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap kali
melaksanakan reses yang besarnya 7 (tujah) kali
dari uang representasi Ketua DPRD Kota Batam
yaitu Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh
ratus ribu rupiah).

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pemnberian
tunjangan ini dibebankan kepada penerima
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Pasal S

(1) Pimpinan DPRD  dapat diberikan  Dana
Operasional dalam rangka menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi,
pelayanan, dan  kebutuhan lain  guna
melancarkan pelaksanaan tugas ketue. DPRD
dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1)
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun
secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan
keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 6 {(enam) kali;

2. sedang, paling banyak 4 (empat; kali;

3. rendah, paling banyak 2 {dua) kali;
dari uang representasi Ketua DPRD;

b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok

kemampuan keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;

2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma
lima) kali;

3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma
lima) kali;
dari uang representasi wakil ketua
DPRD.

(4) Pemberian dana operasional  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan
dengan ketentuan:



()

(6)

(1)

(2)

(3)

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan
secara sekaligus untuk semua biaya atau
disebut lumpsum; dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk
dukungan dana operasional lainnya.

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah
pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampal
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana
dimaksud harus disetorkan ke rekening kas
umum daerah paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berkenaan.

Dana operasional Pimpinan DPRD tidak
digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok,
dan/atau golongan, dan penggunaannye. harus
memperhatikan  asas manfaat, efektifitas,
efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 6

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah
sebagai berikut :

a. Ketua yaitu sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua
belas juta enam ratus ribu rupiah).

b. Wakil Ketua yaitu sebesar Rp. 6.72(.000,00
(enam juta tujuh ratus dua puluh ribu
rupiahy).

Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setizp bulan
terhitung tanggal 1 September 2017.

Sekretaris DPRD Kota Batam selaku Pengguna
Anggaran bertanggungjawab atas penggunaan
Dana Operasional Pimpinan DPRD sesuai
peraturan perundang-undangan.



BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 aguws 2017

WALIKOTA BATAM

e ————————

MUHAKMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tar.ggal 3 agusus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEPFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 552



